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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil, perlu ditetapkan kode etik oleh masing-
masing instansi atau organisasi profesi;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.11/Menhut-11/2011 tentang Pedoman Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan telah
ditetapkan Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kehutanan;

bahwa untuk mencapai tujuan gerakan nasional revolusi
mental, perlu melakukan internalisasi nilai-nilai strategis
revolusi mental ke dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur
Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-I1/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG KODE ETIK REVOLUSI MENTAL
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Revolusi Mental adalah pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidup sehari-hari.

2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
PNS Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah CPNS lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian Kkerja untuk waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan,
tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan
dengan kode etik.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Pasal 2
Kode Etik Revolusi Mental wajib ditaati dan dipedomani
semua PNS, CPNS, dan PPPK lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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Pasal 3
Kode Etik Revolusi Mental didasarkan pada internalisasi
dari 3 (tiga) nilai strategis revolusi mental.
3 (tiga) nilai strategis revolusi mental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. integritas;
b. etos kerja; dan

c. gotong royong.

Pasal 4
Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. disiplin;
b. jujur; dan
c. ikhlas.
Indikator integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. profesional; dan
b. tanggung jawab.
Indikator etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat 2 huruf c adalah kerjasama.
Indikator gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 7

(1) Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik
Revolusi Mental ini diberikan sanksi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain

yang ditunjuk.

Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-11/2011 tentang
Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAWMEIRAN

PEREATURAN MENTERI LINGRUNGAN HIDUD DAN LEHUTANAN
RTPUTBLI NTONTSTA

NOMOKE P& Menl HE fBerjen/kum. 1742016
TENTANG KODE LETIK REVOLIIS] MENTAL AFARATUR  SIPIL

NITCFARA  LINOEKLIP

KISTILIT AN AT

RIEMISMTIE AN LINCTKUNCGAN  THHILE 1DAN

(M ATO NILAT BTRATIGES RISYOLUST MIESH'TAL

Xo MILAT MELAKUIEAN TILAL MELATTIEAN
1. | Disiplin . laal nenjalankan peralurzan peruicdaoig-undagadl; a. ldak wmal nenjalankan poraluran porundaig-
b. tepat wakt dalam jam kerja dan menvelesallkan nndangan;
Pekerjaal, L, terlambal  dalang dan pulage scbeluin
o, mclaksanakonr pokojasn scsual S3landar Oporasioinal wealklunye,
Frosedir (306, coomembuang wakty/jam kerja (nonzkrong-
oo e ik veresre ke sesoai ddweal; verrngleo e ng, rnErin oo, ngobeol peada sanl aon
comeneenr ek ko v roelaloabean kesalalgng s sk provelu kL0,
[ membusag ssaapsats peda lemmpelinve, i, mangkir dalaan jain kerja;
g, mcralkolt pada tompatinya, . moncmpatkan scsuatu vang  tidak  pada

Lo, parkir kendavaan pada leniipalilye,

LRIl ITIV EL;
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LYs] MNILAL MlGLAalLIEAN THXAK MIELAKLIKAM

L menggunanloany seragaan beserla alribulinva sesosd [ Udede meladosanakan periniialy vaog diberiloan
kctentian peratran peritndang-undangan, pimpinan:

J- berpakaian o sopauy,  rapl,  Jdan osederhana serla go metabuoang saoopals idadk pada lenpative
mengminakan atribut/tanda pengenal di lingkungan h. merokol tidak pada tempatnys;
kantar, i. parkir kendaraan tidale pada tempatinea,

k. lenal dadam picigeoneann somber dlayan iepars; J-dneinbroal situsest koerje e Lidads kond oesil;

I muenjaes kebersibau dan kerapitien Tuang kerja, 1ollel, ko melangpar keleioan peingalkaian Seragaul;
dai Tingknngau kanor; L. berpenampilan idak vapilyidak sopat, dan

. mengilaiti npacara bondera pada harl dan jam vang berlehihan di linglungan kantar,
Lizlady ditciukarg wi, berlebibiens dalain mengguiakan suwber dayi

1L uclfega siluasi kerja vang kondasil T1EATEL

2. | Jujur A, menyampaikan dalza, nforpasit dan laperdan scedlzn d. metodanipalasi dala, mdorinasi dan lapora

benar dan obyekuf, 0. meminta, menerinug atan menberikan

beonmennterikane bark arimg o sesoai demigyng wang eenEr LTk s
sehiErnsivg romerasi e senedin,

i, Tuerigalid kesalaling VELLE tliperiel dan d, delpm sengajan  nenghamlwl fenghiolang-
memperbaikinya: halangi pihak lain dalam memperoleh data

d. memperlanggunglawalkaal  poleunasnir kousiean datr Tidorrnasi Yl LTl clizLigan
sescal  dolgan kelenluan poralursal perund:uig- Pokorjaaimyeyg
nndangan, e, mmemberikan data dan informasi vang tidak
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MlGLAalLIEAN
Hdale wmenghalang-lialangi pilale lada dalam
memperoleh data dan informasi vang diperlnkan demi

kelancaran pekorjasail

THAR MELAKLIRAN

Taes1Lar,

lklilas

TMolesional

11.

oL

b.

mclakukan bal yauge bowgn lanpa maksad  Lerlento
nululs kepentirgan priliadi;

el Tuengerjakan tngas taupad wenpgadn di belakaug
dan herteris terang hila ada hal vang tidak discmji
atan lidak dipaliaand;

mecrninta deur wenerima banluai fosaran darl oralg
lain apabila menghadapi masalah vang tidak mampu
disclesailal;

mclaksmakarr  lugas  ragle  diamanabikan deipan
sepemih hati dan tdak mengharaplan imbalan [
L1 lers jeasidns

Pkl s darggan keboerbeesilivn conmg o diaon e
Al DU TR ReT NS

bertangeutig jawab alas kepulusan vaalg diamlsil,
menvelesaikan mgas secara tinfas sesuai dengan
Proscdur dan kelenluan poratluranl peruidaonpe-

undanipan,

11.

.

sulil diberl nasilial fosacad,
nenglharapkan nubalan [f o balas Jjasa dalato
Taeleeja;

meclalmbkan pokerjaan scoara asal-asalan.

nrelempar Lantga e jawab kepada orang Lain,
egnis atan hekerja sendiri;
kebjgadiany vang Udak kousckucnr dann Ldak

Lol raiie jawalry,
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MlGLAalLIEAN
mentilild kotnpelens yagia sesad;
berpikir kreatif, inovatif dan proaltif,
kooperalil dalam muenyvelesaikan tugas dan pekerjaan;
berani menganmbil resiko bherdasarlzan pertimbangan
IATA R,
lncngcrjekain logees sesuead kaielaly;
e berikau pelavanan yvang bail;
senatiliass neningkalkai pengeaetal nail, Ketianpnan,
dan keterampilan;
mecnyiinpai rahbasia jabalann, rahbasia wegaia, serla
daa danfalan mlotoasi baik soft copy alau fard
COPLS;
micngiidatikan clibka borlolepol, olika sural nciy ural
danl e-mail;
sopkan dalam menerimsa dan melavani tamn,
mcnprnye prerlearsa, prest el dalarn et Gele e
Frerri alza o peclabssnszio Dragrgas;
menjadi conloly/teladaay vaug baik  di linglooiipan
korianva:

lepal hasil dalan mengeksckosi pekerjaaa,

il

THXAK MIELAKLIKAM
nietyvelesailinn Peleriae Lidak ses1ed
prosceiar;
nrervelesaikan perlangeuligjaw aban
keuangan tidalk sesnai dengan  ketentnan
peratiiran pernndang-undangan,

Ly eLla e e ey wow CLIELIE;

nielabksanmkan pekerjaan secarn asal-nsalar,
acnh terlwdap konsekieuwsi dar] keputusan
vang sidah diambil;

ceroboly dalam melaksanakan pekerjasn,
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o Tariggung g, tuengaesn havka ) denn meantabsl spacs o sipil 1esan; nielaliukean Linedadeann f per i astan WELTLE
Jawab b. menjaga nama balle instansd; menjatmhkan harkat dan marmbat aparatur
oo erjalandan lugas  scsual deungan proscdoar dan S1PL TR,
ketentuan peratiran perindang-undangan, melakulkan tindakanf perbuatan vang
cl. menjalankcan pelkecjiaan sesuai polesi; mencareng nama haile instans,
o, clagporkear) Ll pokorjoens ke paclea slasel; lelei cledenn wcigadankany lugas yeduy
. tuemgnasal ualeri dau prosedin pekerjaain wang diliebatitoan;
dibelaubar nelangpar proscalur kKetjao o yang harus
a. tomih torhadap asas vang berlakon; dilaknkan;
I siap wmenerima pulusan apapun erlewlap beban yagg nudaly menve et
ditugaskal, neniolak  lugas doal leaageung jawal vagwg
i. melaksanakan tugas vang diherikan atasan dengan dihebanlan;
el Lanipoe jenwils; menpaunakan kendaraan dinss ok
J- menjags,  werawal, dan mengeunakan kendaraan koepentimigan pribecdi.
dinas sesnal dengan ketentuan peratican perancang-
nrnlianiginn.
G | Kerjasama a. monghargai dan menghormati pendapat arang lain; mamalksakan kopentingan diei scndir
L mendalmlukan kepeniliigan e s e, naupLLl sckoral f kelowpok;
. sclalu aklil borpartisipasi unluk mencapsd  Lujusan nicinaksakan poudapal pribadi;

bersama,

]

bersifat terttp terhadap berbagai masukan
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Lersinerpi denipan relian kerja dewi nieencapad lujuaa,

menjaga hmbnngan baik dan

Jeditgan ketja,

niengen banglan

saling menghormati dan menghargai terhadap sesama

rekan kerja,

meding ooy bagas yaoe diborikan plinpisg,

menjuung Unepi jiva loorsa;
saling  mengiupatlcan lagas  dall

semana Mokan kerja.

mgenng  jawal

L

2.

THXAK MIELAKLIKAM
dagy pendapsl,;
menjanhkan rclean kcrja lain sorta
nrerenichkean pendapal orang ladg
mengabaikan kolabomsi tim dan pencapaian
kerja hersama;
einccady boladn persaloac dann kelkomnpekag
lir7L;
kirang  leakoordlinasi dalian menjalankan

pelerjaan.

MENTERI LINCRKUNGAN HIDUTD* DAN
LEHUTANAN REETTJBLIOC INDONESLA,

SITI N REAYA
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